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BUPATI HALMAHERA SELATAN

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 23.A.1 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN

TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa penyusunan
rencana kerja anggaran perangkat daerah berpedoman
pada indikator kinerja, tolak ukur, dan sasaran kinerja
sesuai analisis standar belanja, standar satuan harga,
rencana kebutuhan barang milik daerah, dan standar
pelayanan minimal;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional

c. bahwa standar satuan harga sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b ditetapkan setiap tahun sebagai
pedoman dalam penyusunan anggaran perangkat daerah;

d. bahwa selain standar satuan harga sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan standar
biaya umum yang digunakan sebagai pedoman dalam
penyusunan anggaran perangkat daerah;

e. bahwa dalam rangka menyesuaikan nomenklatur standar
satuan harga agar selaras dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah, perlu dilakukan
penyesuaian dan pembaharuan standar satuan harga dan

standar biaya umum;




Mengingat

3

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan
huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya
Umum Tahun Anggaran 2023;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara R.L
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan
UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten
Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
(Lembaran Negara R.L Tahun 1999 Nomor 174,
Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895)
sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang
Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara RJ. Teihun
2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.L
Nomor 3961);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan  Kabupaten  Halmahera  Utara,
Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten
Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan
Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara
(Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);




Menetapkan

10.

11,

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara R.I. Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara R.I. Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
R.I. Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun
2020 Nomor 1781},

Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan
Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor
4);

Peraturan Menteri Dalam  Negeri  Republik
indonesia Nomor 70 Tanun 2019 teniang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN STANDAR
BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat
SSH adalah harga satuan setiap unit barang/jasa
yang berlaku di daerah.




2. Standar Biaya Umum, yang selanjutnya disingkat
SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif,
dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya
komponen masukan Kkegiatan, yang ditetapkan
sebagai biaya masukan.

3. Harga Pasar adalah harga barang dan/atau jasa
yang berlaku di pasaran, sudah termasuk pajak.

4. Kegiatan Rutin adalah kegiatan yang dilaksanakan
sesuai tugas dan fungsi dan dilaksanakan secara
terus menerus.

5. Kegiatan Non Rutin adalah kegiatan yang
dilaksanakan, baik sesuai tugas dan fungsi maupun
sebagai tugas tambahan dalam jangka waktu
tertentu.

6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah
yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen
yang memuat pendapatan dan belanja setiap
perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan oleh pengguna anggaran dan
kuasa pengguna anggaran.

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah
yang melaksanakan wunsur penunjang urusan
pemerintahan pada pemerintah daerah yang
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

9. Bupati Halmahera Selatan yang selanjutnya disebut
Bupati adalah kepala daerah Halmahera Selatan
yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai
wakil Pemerintah.

10. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah unsur
pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah’



11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Halmahera
Selatan.

Pasal 2
Peraturan Bupati ini merupakan pedoman dalam menyusun
perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) 2023 dan penyusunan Rencana Kerja
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

Pasal 3
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan standar harga satuan

yang terdiri:

(1) Standar Satuan Harga
(2) Standar Biaya Umum

Pasal 4

(1) Rincian Standar Satuan Harga tercantum dalam
Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Rincian Standar Biaya Umum tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Penjelasan Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf III
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pada Peraturan Bupati ini standar harga satuan meliputi :

(1) Satuan biaya honorarium,;

(2) Satuan biaya perjalanan dinas;

(3) Satuan biaya rapat/pertemuan didalam dan diluar
kantor;

(4) Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;

(5) Satuan biaya pemeliharaan; dan




(6) Satuan biaya masukan lainnya.

Pasal 6

(1) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan
berfungsi sebagai:

a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat
dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan
anggaran satuan keria perangkat daerah;

b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan

c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran
pendapatan dan belanja daerah.

(2) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan

berfungsi sebagai:
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat

dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan;
dan

b. estimasi merupakan prakiraan besaran Dbiaya
tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi
tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga
pasar.

Pasal 7

Batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam
perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang

terdiri dari:

(1) satuan biaya honorarium;
(2) satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;

(3) satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar
kantor;

(4) satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.
Pasal 8

Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas
luar negeri bagi pemerintahan daerah mengacu pada
ketentuan  peraturan perundang-undangan mengenai
standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran
kementerian negara/ lembaga.



Pasal 9
Dalam hal terdapat perubahan harga pasar yang permanen
dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan
anggaran, akan dilakukan perubahan terhadap peraturan

bupati ini

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannva

dalam Berita Daerah Daerah Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Halmahera

Selatanpada tanggal 8 Juli 2022
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Diundangkan di Halmahera Selatan
pada tanggal 8 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH

BERITA DAERAH DAERAH HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 23.A.1
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
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